
?olc,

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)

peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
pemberian T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada

Aparatur Negara, Pensiunan, P

Tunjangan Tahun 2022, Perlu
tentang Teknis Pemberian
Ketiga Belas Yang Bersumber
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.

3.

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
pemerintarran "Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

tellh diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintahan

Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

S.PeraturanPemerintahNomor].2Tahun2oI9tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemb?tal Negara Republik

IndJnesia Tahun ZOtg Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor L6 Tahun 2022 tentang
Raya dan Gaji Ketiga Belas
ensiunan, Penerima Pensiun

ahun 2022 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

NegarJ RePublik Indonesia Tahun 2

sebagaimana telah diubah dengan
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
AtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

NegaranepuUtit<IndonesiaTahun2OISNomorIST);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrun 2o2o

tentang Ped.oman Teknis Pengelolaan Keuartgan Daerah

EeritJ Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

178rl;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2?

(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2o2t
Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2o2l tentang tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2O2l Nomor 82);

MEMUTUSI{AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Menetapkan



1.

2.
3.
4.

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

Daerah adalah Kabupaten Klungkung'
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung'

Bupati adalah BuPati Klungkung'
Dewan Perwakilan Ratcyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Klungkung.
pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah'

Caion pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS

adalah calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah-

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya

disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

5.

6.

7.

Kerja pada Pemerintah Daerah'

8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati'
g. pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil Ketua DPRD.

lO.Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disebutAnggotaDPRDadalahAnggotaDPRDKabupaten
Klungkung.

1 1. Pimpinan Badan
disebut PimPinan
Pengelola.

Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

BLUD adalah Dewan Pengawas dan Pejabat

secara teraturl 2. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan
yang dibayarkan bersamaan dengan Gaji'

l3.Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non

diterima oleh penerima tunjangan menjelang Hari
gaji yang

Raya.

L4.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri'
15.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada

pegawaiyangditetapkandandibayarkanmenurutsuatu
perjanjiankerja,kesepakatanatauPeraturanPerundang-
undangan.

l6.Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya

disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan

berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi

kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif

lainnya.
TT.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah'



BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Pejabat Negara, PNS dan CPNS, Pimpinan dan Anggota\-' 
OiRO, eimpinan BLUD, serta PPPK diberikan T\rnjangan

Hari RaYa dan Gaji Ketiga Belas'

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS

dalam jabatan:
a.pimpinantinggiataudalamjabatansetarajabatan

pimPinan tinggi;
u. administratoiltau dalam jabatan yang setara jabatan

administrator;
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan

pengawas;
d. fungsional utama;
e. fungsional ahli madYa;
f. fungsional ahli muda;
g. fungsional ahli Pertama;
h. fungsional PenYelia;
i. fungsional mahir;
j. fungsional teramPil;
k. fungsional Pemula; da
1. Pelaksana.

(3)PNSsebagaimanadimaksudpadaayat.(2)termasuk:
a. PNS v;.tg ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah

yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
u. pNs yang-diberhentikan sementara dan gajinya masih

dibayarkan; dan
c. Penerima T\rnjangan.

(41 Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c, yaiiu jlnda/duda, atau orang tua penerima

T\rnjangan- tambahan penghasilan atau 
-Yang 

disebut juga

seUagai terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang

-"tti-trgg"l dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Penrndang-undangan yan
pemberian tunjangan tambahan Pen
janda/duda PNS;

(5) T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan
kepada PNS Yang:
a. sedang cuti diluar tanggungan Negara; atau
b. sedan! ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah

baik ai aaam negeri maupun di luar negeri yang Gajinya

dibayar oleh instansi tempat penugasan'

Bagian Kedua
Pemberian T\.rnjangan Hari RaYa

Pasal 3

(1) T\-rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

"v.i 
(t), diberikan bagi Pejabat Negara, meliputi:

a. Gaji Pokok;



b. Tunjangan keluarga; dan
c. T\rnjangan jabatan.

(21 Tunjangat H"ti Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

"y"i 1t1, diberikan bagi PNS dan PPPK, meliputi:
a. Gaji pokok;
b. T\rnjangan keluarga;
c. T\rnjangan pangan;
d. T\rnjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. Tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen),

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannYa.

(3) tuniangan Fiari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1), diberikan bagi Calon PNS, meliputi:
u. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. T\rnjangan keluarga;
c. Ttrnjangan Pangan;
d. T\rnjangan r-rmum; dan
e. Tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen),

sesuai jabalan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannYa.

(a) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

"y"i lf 
jl diberikan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD,

r.O"."i akumulasi dari uang representasi, T\rnjangan
keluarga, dan T\rnjangan jabatan Pimpinan DPRD dan
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perrrndang-undangan.

(5) Tunjangan Uari RaYa Pasal 2

"y"i lrllaiberikan bagi sebesar

Ttrnjangan Hari RaYa Yang a BLUD

tersLbut yang jaba[an, pangkat, peringkat jabatan atau kelas
jabatannYa setara.

Pasal 4

Tfrnjangan Hari Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

tidak termasuk:
a. insentif kinerja;
b. insentif kerja;
c. T\rnjangan pengelolaan arsip statis;
d. Tunjangan 

-Uattaya, 
tunjangan resiko, T\rnjangan kompensasi,

atau T\rnjangan lain Yang sejenis;
e. T\rnjangan Pengamanan;
f. Tunjan[an eroiesi atau T\rnjangan Khusus guru dan dosen

atau T\rnj angan kehormatan;
g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;

h. insentif khusus;
i. Tunjangan khusus;
j. Tunjangan pengabdian;
k. Tunjangan operasi Pengamanan;
1. Ttrnjangan selisih penghasilan;
m.T\rnjangan penghidupan luar negeri;
n. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan

Perundangan-undangan atau peraturan internal instansi
pemerintah; dan

o. Tunjangan atau sebutan lainnya diluar ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.



(1)

(2)

Bagian Ketiga

Pemberian Gaji Ketiga Belas
Pasal 5

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(t), diberikan bagi Pejabat Negara, meliputi:
a. Gaji pokok;
b. T\rnjangan keluarga; dan
c. Tlrnjangan jabatan.
Gaji Ke[igJB"l"" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

1t1, diberikan bagi PNS dan PPPK, meliputi:

atau T\rnjangan lain Yang sejenis;
T\rnj angan Pengamanan;
runjangan Proiesi atau Tunjangan Khusus guru dan dosen

atau T\rnj angan kehormatanl
g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;

h. insentif khusus;
i. Tunjangan khusus;
j. T\rnjangan Pengabdian;
k. Tunjangan operasi Pengamanan;
1. T\rnjangan selisih Penghasilan;

a. Gaji pokok;
b. T\rnjangan keluarga;
c. Tunjangan Pangan;
d. tunjangan jabatan atau T\rnjangan umum; dan
e. Tambahan penghasilan sebesar Sooh (lima puluh persen),

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannYa.

(3) Gaj 
- dalam Pasal 2 aYat

(1),
a." 8Oo/o (delapan puluh pers okok PNS;

b. T\rnjangan keluarga;
c. T\rnjangan Pangan;
d. T\rnjangan umum; dan
e. Tambahan penghasilan sebesar 50% (tima puluh persen),

sesuai jabaian,- pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
jabatannYa.

(41 Caji Xetiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat\ ' (1); dibeiikan bagi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD,

sebesar akumulasi dari uang representasi, T\rnjangan
keluarga, dan T\rnjangan jabatan Pimpinan DPRD dan

anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1);diberikan bagi Pimpinan BLUD pating banyak sebesar Gaji

ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan

umum Daerah tersebut y mg jabatan, pangkat, peringkat
jabatan atau kelas jabatannya setara'

Pasal 6

Gaji Ketiga Belas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak
termasuk:
a. insentif kinerja;
b. insentif kerja;
c. T\rnjangan pengelolaan arsip statis;
d. Tunjan["" 

-U"fr"ya, 
tunjangan risiko, T\rnjangan kompensasi,

e.

f.



(1)

(2)

(3)

m. Tunjangan penghidupan luar negeri;
n. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan

Pertrndangan-undangan atau peraturan internal instansi
pemerintah; dan

o. Tunjangan atau sebutan lainnya diluar ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 7

T\rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal2,
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum

tanggal Hari Raya.
Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum dapat dibayarkan, T\rnjangan Hari Raya

dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
Besaran T\rnjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni
mengikuti keientuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
deng!,n didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan
pada Bulan April Tahun 2022.

Pasal 8

(1) Gaji Ketiga Belas sebagai ud dalam Pasal 2'
dibayarkan paling cePat Pa

(2) Dalam hal Gaji xetiga Belas sebr dimaksud pada ayat
(1)belumdapatdibayarkan,GajiKetigaBelasdapat
dibayarkan setelah Bulan Juli.

(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan

didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada

Bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, tidak dikenakan
potongan iuran danf atau potongan lain berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

(21 T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dikenakan pajak
p"ttgtt".ilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah'

Pasal 10

Mekanisme pembayaran T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga

Belas dilakukan seluai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.



BAB IV

PENDANAAN

Pasal 1 1

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
bersumber dari APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 26 ApriI2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 16


